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BAB ASPEK HUKUM DI

BIDANG
KESEHATAN

Dr Hetty Ismainar, SKM., MPH

A. Pendahuluan

Indeks kesehatan warga negara merupakan salah satu
unsur terpenting dalam perkembangan suatu negara. Oleh
karena itu sebuah negara harus memiliki sistem pengaturan
pelaksanaan bidang kesehatan tersebut agar tujuan kesehatan
masyarakat yang menyeluruh dapat tercapai. Sistem pengaturan
tersebut dituangkan dalam bentuk peraturan perundang-
undangan yang nantinya dapat dijadikan sebagai pedoman
yuridis dalam pemberian pelayanan kesehatan kepada warga
negara.

Untuk itu pemahaman tentang hukum kesehatan sangat
penting tidak hanya bagi profesi tenaga kesehatan dan
masyarakat sebagai konsumen pelayanan kesehatan tetapi juga
bagi pihak akademisi dan praktisi hukum. Pemahaman hukum
kesehatan sangat penting untuk diketahui agar dalam
pelaksanaan pelayanan kesehatan sesuai dengan prosedur yang
telah buat oleh pihak tenaga kesehatan dan apabila terdapat
kesalahan dalam pelayanan kesehatan (malpraktek medis) dapat
diselesaikan dengan pengetahuan hukum kesehatan.

Pengaruh perkembangan zaman, terjadinya globalisasi
yang melanda ke seluruh dunia termasuk ke Indonesia,
bertambahnya kecerdasan masyarakat sehingga menjadi lebih
kritis, serta perubahan sosial budaya dan pandangan hidup, cara
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BAB
ETIKA DAN KODE

ETIK KEBIDANAN

Armiatin.,, M.P.H.

A. Etika
1. Pengertian Etika
Kata etika berasal dari Yunani Etika berasal dari kata
ethos yang berarti karakter, watak kesusilaan atau adat.
Menurut Martin (1993), etika didefinisikan sebagai “the
discipline which can act as the performance index or
reference for our control system”. Etika merupakan bagian
filosofis yang berhubungan erat dengan nilai manusia dalam
menghargai suatu tindakan, apakah benar atau salah, dan
penyelesaiannya baik atau tidak (Jones, 1994).
Menurut kamus besar Bahasa Indonesia (Depdikbud,
2008), etika dijelaskan dengan membedakan tiga arti sebagai
berikut:
a. Ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk dan
tentang hak dan kewajiban moral (akhlak);
b. Kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak
c. Nilai mengenai benar dan salah yang dianut suatu
golongan/ masyarakat.

Nilai-nilai etika harus diletakkan sebagai landasan
atau dasar pertimbangan dalam setiap tingkah laku manusia
termasuk kegiatan di bidang keilmuan. Etika adalah refleksi
dari apa yang disebut dengan “self control”, karena segala
sesuatunya dibuat dan diterapkan dari dan untuk

16



BAB NILAI-NILAI
PROFESI DAN ISSUE
ETIK PELAYANAN
KEBIDANAN

Irma Hamdayani Pasaribu, S.ST., M.Keb

A. Pendahuluan

Nilai adalah keteguhan terhadap standar atau pedoman
yang mengendalikan kepribadian seseorang. Sistem nilai pada
suatu organisasi berhubungan dengan nilai-nilai fundamental
sebagai dasar kepribadian (Nurjasmi et al., 2015).

Bidan merupakan tenaga profesional yang dibentuk
dengan keterampilan khusus untuk memberikan asuhan,
bimbingan, konseling dan motivasi kepada perempuan
sepanjang siklus hidupnya. Bidan dalam melakukan tugas dan
kewajibannya berasaskan pada etika kebidanan yang mengatur
kewenangan bidan dalam memberikan asuhan yang berkaitan
dengan kesehatan keluarga, masyarakat, rekan sejawat, profesi
dan dirinya sendiri. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi
mempengaruhi tingkat sensitivitas masyarakat pada kualitas
pelayanan kesehatan khususnya pelayanan kebidanan, sehingga
profesi bidan ditantang membangun kapabilitas dan
profesionalisme kebidanan serta mengimplementasikan asuhan
yang bermutu agar terhindar dari masalah etik (Purwoastuti and
Walyani, 2017).

Implementasi asuhan kebidanan yang aman, nyaman dan
efektif untuk memperoleh kesehatan yang maksimal merupakan
tujuan dari profesionalisme kebidanan. Tujuan ini dapat dicapai
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BAB KELALAIAN DAN

A.

38

MALPRAKTIK
DALAM PELAYANAN
KEBIDANAN

Maria Alia Rahayu, S.SIT, M.KM

Pengertian

Pada kasus California di tahun 1956, Guwandi (1994)
mengartikan malpraktek sebagai kegagalan dokter atau perawat
untuk memaksakan skill dan pengetahuan mereka dalam
penyediaan layanan keperawatan yang sering digunakan dalam
perawatan orang sakit atau pasien (Riyanti, 2018). ”

Menurut Ellis dan Hartley (1998), pelanggaran adalah
definisi khusus dari kelalaian yang diarahkan pada orang yang
berkualitas atau terlatih yang menunjukkan kinerja yang
konsisten dalam suatu tugas/pekerjaan. Pelanggaran adalah
definisi spesifik dari kelalaian yang diarahkan pada orang yang
berkualifikasi atau terlatih yang diarahkan oleh seseorang
(Susanti, 2015)."

Terdapat dua istilah yang selalu dibahas bersama
berkaitan dengan malpraktek, yaitu kelalaian dan malpraktek.
Kelalaian berarti melakukan hal-hal di bawah standar yang
ditetapkan oleh peraturan/undang-undang untuk melindungi
orang lain dari tindakan yang tidak wajar dan tidak adil
Guwandi (1994) menyatakan kelalaian adalah kegagalan dalam
mengambil tindakan pencegahan yang aman dalam situasi
tertentu.

Berdasarkan pengertian tersebut diatas, dapat jelaskan
bahwa kelalaian lebih ke arah kesewenang-wenangan, ceroboh,
kurang peduli, acuh tidak acuh, semena-mena, kurang peduli



BAB ATURAN HUKUM DAN
STANDART
PENGELOLAAN
PELAYANAN KEBIDANAN
MANDIRI

Dr. Ernawati, S.Kep., Ns. M.Kes

A. Peraturan Perundang-Undang yang Berkaitan dengan

Pelayanan Kebidanan Mandiri

Bidan adalah seseorang yang telah menyelesaikan
program pendidikan bidan yang diakui oleh Negara serta 8
memperoleh kualifikasi dan diberi izin untuk menjalankan
praktik kebidanan. Menurut Permenkes Nomor 28 Tahun 2017,
praktik mandiri bidan yaitu tempat pelaksanaan rangkaian
kegiatan pelayanan kebidanan yang dilakukan oleh bidan secara
perorangan (Sayati, D. 2010).

Istilah-istilah yang berkaitan dengan praktik mandiri
kebidanan Menurut Kepmenkes RI Nomor
369/MENKES/SK/111/2007 Tentang Standar Profesi Bidan :

1. Praktik Kebidanan adalah penerapan ilmu kebidanan dalam
memberikan pelayanan / asuhan kebidanan kepada klien
dengan pendekatan manajemen kebidanan.

2. Manajemen Kebidanan adalah pendekatan yang digunakan
oleh bidan dalam menerapkan metode pemecahan masalah
secara sistematis, mulai dari pengkajian, analisa data,
diagnosa kebidanan, perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi.

3. Pelayanan Kebidanan adalah seluruh tugas yang menjadi
tanggung jawab praktik profesi bidan dalam sistem
pelayanan kesehatan ibu dan anak dalam rangka
mewujudkan kesehatan keluarga dan masyarakat.

4. Ruang Lingkup Dalam Bidan Praktik Mandiri :
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BAB MASALAH ETIK

A.

60

MORAL YANG SERING
TERJADI DALAM
PRAKTIK KEBIDANAN

Irma Yanti, S.SiT., M.Kes

Pendahuluan

Berlandaskan Kepmenkes RI Nomor 320 tahun 2020
tentang Standar Profesi Bidan, dimana seorang bidan harus
dapat menjalankan praktik kebidanan dengan memahami
falsafah dan kode etik, sehingga dalam pemberian layanan
kebidanan dapat diberikan secara bermutu dan berlanjut.

Pemberian layanan yang bermutu, menjadikan suatu
tantangan bagi profesi bidan untuk selalu meningkatkan
kompetensi serta profesionalisme, = dan dengan adanya
perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan sehingga
masyarakat lebih kritis dan menuntut terhadap pemberian
asuhan kebidanan yang berkualitas.

Menghormati klien merupakan hal yang mendasar bagi
seorang bidan dalam pengambilan keputusan yang berasaskan
pada pemahaman tentang etika dan moral.

Masalah Etik Moral yang Sering Terjadi dalam Praktik
Kebidanan

Seorang bidan harus memiliki tanggung jawab moral
terhadap suatu keputusan yang telah dibuat terhadap klien
dengan berdasarkan pada etika yang merupakan hal esensial
dalam pemberian layanan kebidanan, sehingga bidan harus
memiliki komitmen berdasarkan sikap yang baik. Dimana etik



BAB ASPEK LEGAL DAN
LEGALISASI DALAM
PELAYANAN DAN
PRAKTIK KEBIDANAN

Dr. I Nyoman Bagiastra, S.H., M.H.

A. Aspek Legal Profesi Kebidanan Dalam Kerangka Hukum
Kesehatan Di Indonesia

Sejalan dengan prinsip konsep Negara Hukum relasinya
dengan aspek legal profesi kebidanan, sebagaimana tertuang
dalam Konstitusi Negara Republik Indonesia yakni Pasal 1
Angka (3) UUD NRI 1945 yang menyatakan secara tegas bahwa
Negara Republik Indonesia adalah Negara Hukum, tentu saja
memiliki konsekuensi yuridis yang harus
dipertanggungjawabkan dalam praktik kehidupan
bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Maka, dipahami
bahwa :

“Negara hukum dengan Pancasila sebagai pandangan
hidup bangsa, maka Indonesia harus memenuhi dan
mewujudkan semua persyaratan dan prinsip-prinsip yang
terdapat dalam Negara Hukum yang berlandaskan Pancasila
yaitu negara berkewajiban serta memberikan kepastian dalam
rangka hak pengelolaan kesehatan bagi masyarakat hukum adat
dalam hukum kesehatan di Indonesia. Keberadaan hukum bagi
masyarakat diharapkan dapat berperan sebagai agent of stability
dengan fungsi perlindungan dan kepastian bagi masyarakat,
serta ketertiban, keadilan dan kepastian hukum dalam
kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.” (Utama,
2012)
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BAB STANDAR PRAKTIK
DENGAN ASPEK
HUKUM DALAM
PRAKTIK KEBIDANAN

Lissa Syafnil, S.ST., M.KES

A. Pendahuluan

Perkembangan pelayanan kebidanan sejalan dengan
kemajuan pelayanan obstetri dan ginekologi. Bidan sebagai
profesi yang terus menerus berkembang, senantiasa
mempertahankan profesionalitasnya terkait erat dengan
kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang profesional
(kompetensi profesional). Bidan profesional yang dimaksud
harus memiliki kompetensi klinis (midwifery skills), sosial
budaya untuk mencari solusi dan inovasi untuk meningkatkan
kesejahteraan perempuan, keluarga dan masyarakat.

Sikap profesional bidan tidak terlepas dari harapan
masyarakat tentang profil seorang bidan. Survey tentang kinerja
bidan yang dilakukan oleh organisasi Profesi dan asosiasi
institusi pendidikan kebidanan pada tahun 2010 melalui
pendekatan kualitatif menunjukkan bahwa pada intinya
masyarakat mengharapkan bidan yang ramah, terampil dan
tanggap di di bidangnya. Mencermati harapan masyarakat
tersebut, organisasi profesi dan stakeholders terkait menyusun
suatu standar kompetensi bidan yang dapat digunakan sebagai
acuan dalam penyelenggaraan pendidikan
kebidanan(Kementerian Kesehatan, 2020)

Standar kompetensi bidan yang disusun merupakan
penyempurnaan dari standar kompetensi bidan dan ruang
lingkup praktik kebidanan yang tertuang dalam Keputusan
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100

ETIKA PRAKTIK
KEBIDANAN PADA
KEHAMILAN

Tha Nursolihah, SST., M.K.M.

Pendahuluan

Etika adalah ilmu yang mempelajari mengenai tingkah
laku, azas akhlak manusia dalam melaksanakan suatu tindakan
yang sesuai dengan moral yang tepat (Hanafiah dan Amir, 2008).
Etika pelayanan kebidanan merupakan kode etik dan standar
profesi yang didasari pada satu kesepakatan antara para anggota
profesi yang tergabung didalamnya. Oleh karena itu, etika
pelayanan kebidanan wajib menjadi acuan para bidan sebagai
pelaksanaan setiap tindakan yang dilakukan dalam praktik
kebidanan, salah satunya adalah praktik kebidanan pada
kehamilan (antenatal).

Praktik kebidanan pada kehamilan merupakan pelayanan
kesehatan yang dilakukan oleh bidan kepada ibu hamil selama
masa kehamilannya mengacu pada standar pelayanan antenatal
yang sudah ditetapkan. Pemeriksaan kehamilan bertujuan
untuk memeriksa kondisi ibu dan janin, dan deteksi dini atas
keadaan abnormal. Antenatal care meliputi anamnesis,
pemeriksaan fisik head to toe, diagnosis, pemeriksaan obstetrik,
dan penunjang. Pemeriksaannya dilaksanakan secara berkala
dengan frekuensi kunjungan sebanyak minimal 4 Kkali,
diantaranya 1 kali pada trimester pertama, 1 kali pada trimester
kedua, dan 2 kali pada trimester akhir (Kemenkes, 2019).



BAB ETIKA PRAKTIK

KEBIDANAN PADA
1 O NIFAS

Eny Irawati, S.ST., M.K.M

A. Pendahuluan

Pelayanan kesehatan yang profesional harus didasari
dengan perilaku dan etika yang baik dari setiap tenaga
kesehatan. Etika profesi kebidanan merupakan modal dasar bagi
bidan dalam memberikan pelayanan kebidanan bagi individu
maupun masyarakat. Pelanggaran etika dalam menjalankan
pelayanan kebidanan secara tidak langsung berakibat pada
kelangsungan profesi maupun diri pribadi bidan. Oleh karena
itu bidan harus berpegang teguh pada kode etik profesi di setiap
situasi dan kondisi ketika memberikan pelayanan kepada
masyarakat agar mutu dan kualitas pelayanan tetap terjaga dan
prima.

Bab ini akan menjelaskan dan menguraikan etika praktik
kebidanan khususnya pada masa nifas. Masa nifas merupakan
suatu rangkaian proses bereproduksi bagi perempuan, dimana
masa nifas dimulai setelah lahirnya plasenta sampai dengan
kembalinya alat-alat reproduksi seperti sebelum hamil yang
berlangsung sampai 6 minggu. Pelayanan nifas dengan
memperhatikan dan menerapkan etika praktik kebidanan secara
baik dan benar, akan membantu pemulihan fisik dan psikis bagi
ibu nifas yang akan berdampak pada kualitas ibu dalam
menyusui dan merawat bayinya. Karena masa nifas merupakan

periode kritis bagi kelangsungan kehidupan ibu dan bayi
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BAB ETIKA DALAM
PRAKTIK KEBIDANAN

PADA KESEHATAN
REPRODUKSI DAN KB

Hartati S, S.ST., M.Keb

A. Pendahuluan

Bidan merupakan salah satu jenis tenaga profesional yang
kegiatannya berhubungan langsung dengan masyarakat,
menjadikan etika sebagai bagian integral dari pekerjaan bidan.
Oleh karena itu, bidan membutuhkan etika yang baik sebagai
pedoman sikap/tindakan dalam memberikan pelayanan,
khususnya pelayanan kebidanan, agar dapat diterima oleh
masyarakat.

Bidan sangat penting untuk keberhasilan inisiatif
kesehatan reproduksi dan keluarga berencana. Bidan memiliki
tanggung jawab untuk bertindak profesional saat merawat
pasien. Karyawan dalam peran profesional harus memiliki
pandangan sosial yang luas yang menginformasikan pilihan
fungsi dan posisi mereka, menumbuhkan pandangan yang baik
tentang pekerjaan, dan memotivasi mereka untuk melakukan
yang terbaik (Depkes RI, 2003).

Jadi, sebagai bidan profesional, Anda harus selalu
bertindak sesuai dengan etika kebidanan saat memberikan
asuhan kebidanan. Istilah "etika" dapat merujuk pada prinsip-
prinsip moral penuntun seseorang atau komunitas. Prinsip,
keyakinan mendasar, dan nilai-nilai yang mempengaruhi
pemikiran dan tindakan semua makhluk hidup membentuk apa
yang kita sebut “etika” (Soepardan, 2007).
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BAB
UNDANG-UNDANG
KESEHATAN PRAKTIK
I : ! PROFESI BIDAN

Rafika Oktova, SST.,M.Keb

A. Pendahuluan

Bidan merupakan seorang perempuan yang berprofesi
dalam melakukan praktik kebidanan. Bidan dalam memberikan
pelayanan kebidanan yang komprehensif dan berkelanjutan
berdasarkan analisis, pemikiran yang kritis terhadap bukti-bukti
yang terbaik dan terkini atau dikenal dengan evidence based
practice/EBP. Oleh karena itu, maka seorang bidan dituntut
untuk mampu mempertahankan profesionalismenya dengan
mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IBI,
2019).

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa setiap orang mempunyai
hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan agar mencapai
hidup sejahtera lahir dan batin sehingga mampu membangun
masyarakat, bangsa dan negara. Pelayanan kesehatan yang
dilakukan oleh bidan kepada perempuan, bayi, dan anak
khususnya dan kepada masyarakat umumnya secara akuntabel,
aman, bermutu, dan berkesinambungan (Kementerian
Kesehatan RI, 2019).

Bidan merupakan profesi kesehatan yang perlu
mendapatkan perlindungan dan kepastian hukum bagi bidan
dalam melaksanakan pelayanan kesehatan kepada masyarakat
dan perlunya pengakuan terhadap profesi bidan yang belum
diatur secara komprehensif sebagaimana profesi kesehatan
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